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BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH


A. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur Yang Mandiri, Berdaya Saing Tinggi dan Berakhlak Mulia

1. Kependudukan
Strategi 1: Penurunan angka fertilitas dan laju pertumbuhan penduduk.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan dan pengembangan keluarga sejahtera.
b. Peningkatan mutu kesehatan reproduksi.
c. Pembangunan berwawasan jender.

Strategi 2: Penyebaran penduduk secara merata dengan mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan, pedalaman, dan perbatasan.
Arah Kebijakan:
a. Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan secara terpadu di wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan. 
b. Penyediaan jaringan transportasi di wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan. 
c. Pengembangan ekonomi lokal di wilayah perdesaan, pedalaman dan perbatasan. 

Strategi 3: Pengembangan manajemen kependudukan yang andal, tertib, terpadu dan berbasis teknologi dan jaringan informasi.
Arah Kebijakan:
a. Penataan administrasi kependudukan berdasarkan nomor identitas penduduk.
b. Pengembangan sistem informasi dan database kependudukan lintas kabupaten/kota dan lintas dinas/satuan kerja perangkat daerah.

2. Pendidikan
Strategi 1: Penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan pengembangan program wajib belajar 12 tahun terutama di wilayah perdesaan, pedalaman, dan perbatasan.
Arah Kebijakan:
a. Perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar.
b. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.
c. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan untuk sekolah pada usia wajib belajar.
d. Peningkatan mutu dan profesionalisme tenaga pengajar sehingga mencapai strata pendidikan S1 dan memiliki sertifikasi sesuai standar mutu nasional.

Strategi 2: Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Unggulan dan Kejuruan.
	Arah Kebijakan:
a. Pengembangan sekolah percontohan pada setiap jenjang pendidikan melalui penyediaan prasarana dan sarana pendidikan, dan tenaga pengajar yang berkualitas pada setiap kabupaten/kota.
b. Pengembangan pendidikan kejuruan dan keahlian sesuai kebutuhan pasar kerja setingkat SMU dan perguruan tinggi yang mampu bersaing di pasar global.
c. Peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai standar nasional melalui pengembangan kurikulum berbasis kompetensi.
d. Pengembangan kerjasama dan jejaring pendidikan dengan sekolah unggulan nasional dan internasional.
e. Pengembangan pendidikan khusus beberapa wilayah yang bertaraf internasional. 

Strategi 3: Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal serta pendidikan informal setingkat perguruan tinggi yang bermutu di berbagai daerah.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan lembaga pendidikan sesuai permintaan tenaga kerja.
b. Percepatan pengembangan lembaga pendidikan di daerah yang kurang berkembang.
c. Pengembangan pendidikan lanjutan pendukung keahlian khusus. 
d. Pengembangan pusat pelatihan yang memiliki standar nasional.

3. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknlogi (IPTEK)
Strategi 1: Penguatan dan Pengembangan Sistem Statistik.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan dan penguatan sistem informasi statistik yang bermutu, akurat, tepat waktu, mutakhir, terbuka, terpecaya, berbasis teknologi informasi dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan; pengembangan riset dasar, ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengambilan keputusan, serta mendukung peningkatan mutu pelayanan publik.
b. Pengembangan dan penguatan pusat data dan sistem informasi geografi berbasis teknologi informasi dalam mendukung penataan ruang dan perencanaan pembangunan wilayah secara terpadu.
c. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi administrasi yang andal, terpecaya, efisien dan efektif dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
d. Peningkatan jumlah dan mutu sumberdaya manusia yang mampu memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi.
e. Peningkatan dan penguatan kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya sistem informasi yang andal, modern dan terpadu.

Strategi 2: Pengembangan riset ilmu-ilmu dasar dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan. 
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan mutu sumber daya manusia dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Pengembangan dan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan.

Strategi 3: Pemanfaatan dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. 
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.
b. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah secara efektif dan efisien.
c. Pemanfaatan hasil penelitian dalam peningkatan mutu layanan publik.

Strategi 4: Pemanfaatan dan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dasar sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat. 
Arah Kebijakan:
a. Penyebarluasan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK kepada masyarakat secara mudah, murah dan tanpa hambatan.
b. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK dalam peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing usaha masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat pengguna.
c. Penggunaan hasil penelitian dan pengembangan IPTEK dalam meningkatkan mutu dan jangkauan layanan publik.

Strategi 5: Pengembangan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari para pelaku usaha/industri swasta besar dan perguruan tinggi kepada masyarakat. 
Arah Kebijakan:
a. Mengalokasikan dalam bentuk insentif untuk mengembangkan motivasi masyarakat dan lembaga non litbang.
b. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis IPTEK di setiap bidang pembangunan. 



Strategi 6: Peningkatan dan Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan riset unggulan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai dalam penelitian pembangunan.
b. Peningkatan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan berbasis IPTEK terapan dengan berbagai lembaga penelitian masyarakat.

4. Kesehatan
Strategi 1: Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui peningkatan pemahaman kesehatan sebagai upaya menurunkan angka kematian dan meningkatkan usia harapan hidup.
Arah Kebijakan:
a. Promosi cara hidup sehat. 
b. Peningkatan kemitraan antara tenaga medis dan non medis. 
c. Pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam meningkatkan mutu kesehatan keluarga.
d. Pengadaan desa siaga dengan meningkatkan implementasi kesehatan masyarakat. 
e. Peningkatan mutu pelayanan terhadap lansia.

Strategi 2: Peningkatan pelayanan kepada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu menyusui, pelayanan bayi dan balita. 
Arah Kebijaan:
a. Peningkatan jangkauan pelayanan ibu hamil dan bersalin oleh tenaga kesehatan.
b. Pengembangan informasi kesehatan bagi ibu hamil & ibu menyusui.

Strategi 3: Peningkatan pencegahan penyakit menular dan wabah sejak dini dengan partisipasi  masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta berperilaku hidup bersih dan sehat.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan hygiene sanitasi lingkungan perumahan dan tempat- tempat umum lainnya.
b. Peningkatan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan untuk pencegahan penyakit.
c. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat.



Strategi 4: Pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan untuk masyarakat, pekerja, dan keluarga miskin serta perlindungan kepada masyarakat miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan yang bermutu.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan sistem dan pelayanan kesehatan yang terintegrasi. 
b. Peningkatan program pemeliharaan kesehatan masyarakat yang sangat memerlukan pelayanan kesehatan seperti santunan lansia.
c. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan yang murah melalui berbagai program subsidi.
d. Peningkatan gizi masyarakat yang mendukung tercapainya sumberdaya manusia yang bermutu.

Strategi 5: Peningkatan dan pemerataan fasilitas kesehatan di setiap Kabupaten/Kota dengan dilengkapi sarana pendukung kesehatan.
Arah Kebijakan:
a. Pemantapan kerjasama lintas program dan sektor yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
b. Pemantapan akreditasi fasilitas kesehatan.
c. Pemantapan mutu dan perluasan jangkauan kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan terutama pada wilayah pedalaman, perdesaan dan kawasan rawan bencana.
d. Penambahan fasilitas pendidikan yang dapat menciptakan tenaga kesehatan. 

Strategi 6: Peningkatan dan pemerataan tenaga medis, paramedis dan non medis di setiap kabupaten/kota yang didukung oleh adanya dokter spesialis dan ahli-ahli kesehatan.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan pendidikan dan latihan bagi tenaga kesehatan. 
b. Peningkatan mutu sumberdaya dengan meningkatkan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan dengan meningkatkan profesionalisme.
c. Peningkatan jumlah tenaga medis, spesialis dasar dan tenaga ahli kesehatan. 
d. Peningkatan tenaga medis sampai ke pelosok perdesaan dan pedalaman.

Strategi 7: Peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB), dalam mewujudkan keluarga kecil. bahagia, sejahtera
Arah Kebijakan:
a. Pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.
b. Peningkatan pemahaman pengetahuan sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi.
c. Peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
d. Pembinaan kemandirian, peningkatan cakupan dan mutu layanan KB, dan kesehatan reproduksi. 
e. Pemberian informasi penggunaan alat kontrasepsi kepada  pasangan usia subur, dan remaja; maupun KB mandiri.
f. Peningkatan sosialisasi program keluarga berencana sampai pedalaman dan perbatasan.
g. Pengendalian angka kelahiran dan memperkecil angka kematian.

5. Ketenagakerjaan
Strategi 1: Peningkatan peluang usaha yang memiliki daya saing tinggi dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja seluas-luasnya. 
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan peluang berusaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
b. Peningkatan ketrampilan dan keahlian yang lebih spesifik.
c. Peningkatan produktivitas kerja melalui pembenahan manajemen sistem tenaga kerja.

Strategi 2: Peningkatan pemenuhan tenaga kerja sesuai dengan pasar kerja baik dalam maupun luar negeri.
Arah Kebijakan:
a. Penataan administrasi ketenagakerjaan yang lebih mudah, jelas, pasti dan tanpa hambatan.
b. Penguatan keterkaitan pendidikan dan dunia usaha dalam penyediaan tenaga kerja. 
c. Peningkatan mutu dan perluasan jenis pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja) sesuai dengan keahlian yang diperlukan.
d. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengerahan dan penempatan tenaga kerja.
e. Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah dan dunia usaha baik domsetik maupun asing dalam pengerahan dan penempatan tenaga kerja. 

Strategi 3: Peningkatan partisipasi dunia usaha untuk memacu peningkatan mutu tenaga kerja. 
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kualitas tenaga kerja di dunia usaha khususnya bagi tenaga berketrampilan rendah dan menengah. 
b. Peningkatan kualitas pendidikan dan ketrampilan bagi setiap tenaga kerja yang berorientasi pemenuhan kualitas tenaga kerja dan pasar kerja.
c. Pengembangan jiwa kewirausahaan bagi angkatan kerja.
d. Perbaikan hubungan sistem ketenagakerjaan, khususnya hubungan antara industri dengan para pekerjanya.
e. Penghapusan tenaga kerja anak.

Strategi 4: Penciptaan pasar kerja yang fleksibel, hubungan kerja yang harmonis disertai perlindungan tenaga kerja yang memadai
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan peran dan kualitas stakeholders dalam perlindungan tenaga kerja.
b. Perbaikan sistem pengawasan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
c. Peningkatan kualitas keselamatan dan kesehatan kerja. 

6. Perempuan dan Anak
Strategi 1: Peningkatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan  dan anak. 
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan peran aktif perempuan dalam bidang pembangunan baik ekonomi, sosial, politik, budaya. 
b. Perluasan kesempatan yang lebih luas pada kaum perempuan dalam berkarir dan berkarya.
c. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebagai salah satu bagian dari sumberdaya manusia termasuk perlindungan tenaga kerja wanita.
d. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
e. Peningkatan kualitas anak dan perempuan.
f. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

7. Pemuda dan Olah raga
Strategi 1: Peningkatan peran dan fungsi pemuda dalam kegiatan pembangunan. 
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kegiatan dan organisasi kepemudaan untuk mendorong kepedulian pada berbagai permasalahan pembangunan.
b. Peningkatan fungsi dan peran lembaga kepemudaan sebagai wadah dalam menampung aspirasi pemuda.
c. Pembinaan generasi muda untuk meningkatkan dimanika kepemudaan dan kepemimpinan.
d. Pembinaan pengembangan seni dan budaya.

Strategi 2: Peningkatan prestasi olahraga masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang olah raga. 
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana olahraga.
b. Peningkatan kegiatan olahraga andalan.
c. Peningkatan SDM (pembina, pelatih dan olahragawan) pada setiap wilayah.
d. Peningkatan peran dan fungsi kelembagaan olahraga pada berbagai instansi dan organisasi kepemudaan.
e. Peningkatan peran dan fungsi serta kualitas tenaga pelatih dari tempat-tempat pelatihan atau  pembinaan cabang-cabang olahraga.

8. Agama
Strategi 1: Peningkatan pelayanan  kegiatan ibadah umat beragama dan partisipasi  masyarakat dalam penyelenggaraan keagamaan. 
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama sesuai pemeluk masing-masing.
b. Peningkatan pembangunan fasilitas peribadatan.
c. Peningkatan kegiatan keagamaan bagi setiap pemeluk agama.

Strategi 2: Peningkatan pemahaman  dan pengamalan agama  bagi setiap individu  dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah. 
Arah Kebijakan:
a. Penjaminan kebebasan dan perluasan kesempatan pelaksanaan ajaran agama.
b. Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan maupun lembaga sosial  berbasis keagamaan.
c. Peningkatan kualitas tenaga pengajar di bidang agama.

Strategi 3: Peningkatan dan memantapkan kerukunan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, sehingga para pemeluk agama dapat berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kerukunan antar umat beragama.
b. Peningkatan kegiatan dan pemantapan antar umat beragama maupun secara internal bagi tiap pemeluk agama.
c. Peningkatan peranan tokoh agama dalam segala kegiatan.

9. Kesejahteraan Sosial
Strategi 1: Peningkatkan pembinaan dan kualitas pelayanan serta bantuan dasar terhadap anak terlantar, anak asuh, penyandang cacat, penduduk lanjut usia, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kesejahteraan sosial keluarga/fakir miskin dan penyandang cacat.
b. Pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan anak cacat dengan menjamin dan membekali keterampilan tumbuh kembang anak secara wajar agar diterima di lingkungannya.
c. Pemberdayaan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar.
d. Peningkatan sumberdaya manusia pengelola kesejahteraan sosial.
e. Perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial.
f. Pemberdayaan komunitas adat terpencil dengan meningkatkan kesejahteraan sosialnya dengan hidup menetap dalam suatu lingkungan permukiman.
g. Pemberdayaan dan bantuan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran dengan membantu dan membekali keterampilan kesejahteraan. 
h. Pelayanan dan rehabilitasi bagi korban NAPZA, eks NAPI, dan eks wanita tuna susila dengan mengembalikan korban ke kehidupan yang normal dan diterima di lingkungan sosialnya.

10. Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
Strategi 1: Peningkatan kapasitas pemerintah desa/pemerintah kampung dan kelurahan
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa/pemerintah kampung dan pemerintah kelurahan.
b. Peningkatan pembinaan aparat pemerintah desa/pemerintah kampung dan pemerintah kelurahan.

Strategi 2: Peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa/Kampung (BPD/K).
Arah Kebijakan:
a. Optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa/Kampung.
b. Optimalisasi fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa/Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa/kampung.

Strategi 3: Peningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan/kampung dan kelurahan.
Arah Kebijjakan:
a. Peningkatan kualitas SDM masyarakat di perdesaan/kampung dan kelurahan.
b. Pengembangan pelatihan pemberdayaan masyarakat.

Strategi 4: Peningkatan peran, partisipasi dan swadaya masyarakat.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan.
b. Peningkatan peran kelembagaan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif.

Strategi 5: Peningkatan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat secara dinamis.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat sesuai dengan kondisi lokal.
b. Pengembangan semangat kegotong-royongan masyarakat dalam pembangunan.
Strategi 6: Pemantapan dan peningkatan peran lembaga dan usaha ekonomi masyarakat.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan peran lembaga ekonomi di pedesaan/kampung dan kelurahan.
b. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat.
c. Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.
d. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin melalui pengembangan kemampuan kerja dan berusaha. 

Strategi 7: Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya lokal.
b. Peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan.
c. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat melalui hasil penemuan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas.

Strategi 8: Peningkatkan kapasitas tata ruang perdesaan/ kampung dan kelurahan.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kualitas dan penataan infrastruktur perdesaan/kampung dan kelurahan.
b. Peningkatan kualitas dan penataan permukiman masyarakat perdesaan/kampung dan kelurahan.

B. Mewujudkan Struktur Ekonomi Yang Andal dengan Partisipasi Masyarakat yang Seluas-luasnya.

1. Perekonomian Daerah
Strategi 1: Perubahan struktur ekonomi dari keunggulan komparatif  sumberdaya alam menjadi berbasis berkeunggulan kompetitif berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penguatan industri pengolahan sebagai motor pengerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan serta pertambangan dengan menghasilkan produk-produk secara modern dan berkelanjutan.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan peran sektor pertanian yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja.
b. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah dari sektor pertanian melalui pengelolaan dan pengembangan komoditas unggulan.
c. Peningkatan investasi dan perdagangan khususnya diluar sektor migas. 
d. Pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM).
e. Penguatan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan, dan kerjasama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat guna mendukung peluang berusaha dan investasi.
f. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu yang didasarkan keterkaitan antarsektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial.

Strategi 2: Penguatan daya saing perekonomian secara global bertumpu pada penguatan sektor industri hulu--hilir guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif dengan mengembangkan infrastruktur pendidikan dan pelatihan di bidang teknik dan manajerial.
b. Peningkatan akses informasi pasar internasional.
c. Peningkatan standar mutu produk unggulan yang berbasis ekspor.
d. Perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan

2. Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
Strategi 1: Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan dan pengembangan manajemen usaha tani.
Arah Kebijakan:
a. Perluasan kesempatan yang sama kepada semua Pegawai dan Petani/Kelompok Tani mengikuti Diklat, Kursus, Sekolah Lapang, Studi Banding, Pelatihan dan lain-lain bagi yang memenuhi syarat.
b. Peningkatan peran serta langsung masyarakat lokal dalam penggunaan teknologi tepat guna dan diversifikasi pertanian.

Strategi 2: Peningkatan indeks pertanaman bagi daerah-daerah sentra pembangunan pertanian dan peningkatan efesiensi lahan melalui diversifikasi pertanian serta perluasan lahan pertanian dengan menerapkan teknologi budidaya yang adaptif dan ramah lingkungan.
Arah Kebijakan:
a. Pembangunan infrastruktur dan pengadaan alat-alat produksi pertanian.
b. Pengembangan teknologi bidang pertanian  dan peningkatan kemampuan teknis sumberdaya manusia untuk menghasilkan produk  yang berdaya saing.

Strategi 3: Pengembangan kawasan pertanian dan pedesaan melalui  pengembangan agropolitan dengan pengembangan jaringan infrastruktur antara sentra pertanian dan pusat-pusat pertumbuhan/kota.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, aksesibilitasi dan stabilitasi pengadaan disamping aspek produksi, distribusi dan keamanan (konsumsi). 

b. Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis.
c. Peningkatan teknologi tepat guna pada kawasan sentra-sentra pertanian potensional.

Strategi 4: Pengembangan berbagai komoditas pertanian yang berorientasi pada sumberdaya lokal dan kebutuhan pasar dengan memperhatikan pendekatan keterpaduan antara sub sistem hulu dan hilir.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam.
b. Perlindungan lahan subur, khususnya sawah S1 dari alih fungsi lahan non-pertanian.
c. Pemantapan pengembangan sistem dan usaha agribisnis secara terpadu dan utuh untuk menghasilkan produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi dipasaran hingga dapat mencapai pasar luar negeri.
d. Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan bidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura sebagai usaha mencapai kesejahteraan di Kalimantan Timur.
e. Penjaminan ketersediaan pangan dalam rangka untuk menunjang ketahanan pangan
f. Pengembangan sistem pemasaran dan kerjasama pertanian dalam dan luar negeri untuk promosi produk unggulan daerah.
g. Optimalisasi peran serta lembaga-lembaga pertanian dan pengembangan kebijakan yang berpihak pada petani.

3. Perkebunan
Strategi 1: Pengembangan perkebunan sebagai pilar ekonomi.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan peran masyarakat lokal dalam upaya menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar.
b. Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menanamkan investasi.
c. Penyediaan lahan perkebunan disertai dengan berbagai kemudahan dalam pengurusan izin untuk pengembangan lahan. 
d. Peningkatan peran PTPN dan profesionalisme dalam pengelolaan perkebunan, yang berpotensi meningkatkan daya saing dalam pengelolaannya.
e. Pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan untuk memberikan stimulan daerah potensi disekitarnya.
f. Peningkatan pemanfaatan infrastruktur dan teknologi tepat guna di bidang perkebunan.
g. Pengembangan perkebunan secara terintegrasi dengan peternakan dan pertanian serta industri pengolahan untuk meningkatkan efisiensi nilai lahan perkebunan.
h. Pemanfaatan hasil perkebunan untuk kepentingan sektor lain seperti peternakan dan industri.

Strategi 2: Pengembangan perkebunan yang berpotensi dan bernilai ekonomi tinggi. 
Arah Kebijakan:
a. Pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk diubah/digunakan sebagai pengembangan perkebunan yang lebih produktif dan intensif.
b. Pengembangan perkebunan berbasis bio-energi.
c. Pengembangan sentra industri baru pada sektor perkebunan yang potensial sebagai kutub pertumbuhan bagi daerah sekitarnya.
d. Pengembangan perkebunan dengan mengikuti standar yang ditetapkan termasuk kelayakan ekologi.
e. Penetapan peraturan terkait yang mengatur secara jelas mengenai jenis dan kriteria peruntukan lahan perkebunan dan pengelolaannya.
f. Penetapan deregulasi yang menjamin kesejahteraan perangkat di bidang perkebunan.

Strategi 3: Peningkatan mutu dan kualitas produksi perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia pada bidang perkebunan, didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai terutama dari pendidikan berbasis spesifikasi keahlian (kejuruan)
b. Penggunaan teknologi budidaya dan tepat guna pada pengelolaan perkebunan.
c. Pengelolaan komoditi perkebunan potensial  melalui diversifikasi pengolahan hasil produksi (agroindustri terkait).

4. Kehutanan
Strategi 1: Penjaminan keberadaan sumberdaya hutan dalam luasan yang mencukupi dan menjamin pengelolaan hutan secara lestari dan intensif guna mendukung peningkatan kualitas ekosistem.
Arah Kebijakan:
a. Pemberantasan pembalakan illegal (illegal logging).
b. Penegakan hukum dan meningkatkan partisipasi para pihak kehutanan.
c. Pemantapan kawasan hutan. 
d. Perlindungan hutan adat.
e. Penjagaan kawasan hutan lindung dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
f. Perluasan informasi dan pendidikan tentang manfaat kelestarian hutan bagi masyarakat.




Strategi 2: Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan.
Arah Kebijakan:
a. Percepatan pemulihan lahan/DAS yang kritis dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
b. Peningkatan akses masyarakat setempat dalam pemanfaat SDH dan melestarikannya.
c. Revitalisasi sektor kehutanan, utamanya industri pengolahan kayu.
d. Peningkatan reboisasi hutan, HTI dan penanaman kembali hasil hutan ikutan.

Strategi 3: Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan yang diimbangi dengan peningkatan kualifikasi sumberdaya manusia.
b. Penciptaan industri yang efisien dan berdaya saing global serta peningkatan penyerapan tenaga kerja. 

5. Peternakan
Strategi 1: Pengembangan peternakan sehingga menjadi komoditas ekspor.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan ternak yang telah menjadi andalan dan unggulan.
b. Penciptaan kondisi atau iklim usaha yang sehat. 
c. Pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran usaha peternakan, baik sarana produksi, pengolahan dan pemasaran.
d. Pemanfaatan sumberdaya alam lokal bidang peternakan.

Strategi 2: Peningkatan nilai tambah peternakan dengan melakukan peningkatan produksi hasil pengolahan produk peternakan
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan sumber daya manusia peternakan, baik petani ternak maupun petugas teknis melalui peningkatan ketrampilan teknologi pengelolaan hasil produk peternakan.
b. Pengembangan teknologi pengolahan hasil peternakan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang untuk  pengolahan hasil peternakan.

Strategi 3: Perluasan peluang pemasaran seluas-luasnya kepada pelaku usaha dan petani ternak untuk memasarkan produk peternakan. 
Arah Kebijakan:
a. Pembangunan sarana dan fasilitas pemasaran produk peternakan, seperti adanya pasar hewan di setiap kabupaten dan kota.
b. Pemberian kemudahan ijin untuk memasarkan produk peternakan ke luar daerah maupun luar negeri.
Strategi 4: Pengembangan peternakan yang berbasis kerakyatan.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan usaha peternakan dengan skala ekonomis.
b. Pembangunan sistem informasi teknologi dan pemasaran yang menjangkau Kabupaten dan Kecamatan.
c. Peningkatan kemampuan peternak mengakses permodalan dengan skim kredit lunak dan kemitraan.

Strategi 5: Peningkatan sumberdaya manusia peternakan agar dapat menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan peranan kelembagaan peternakan dalam mendukung ekonomi kerakyatan.
b. Peningkatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana peternakan untuk meningkatkan perkembangan agribisnis dan agroindustri bidang peternakan.
c. Peningkatan sumberdaya manusia  peternakan di bidang teknologi pengembangan kewirausahaan peternakan, pengolahan dan pemasaran. 

Strategi 6: Pengembangan peternakan yang tangguh dengan sistem agribisnis berbasis sumberdaya lokal.
Arah Kebijakan:
a. Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan akan daging ternak dan telor.
b. Penciptaan suasana yang kondusif dan kepastian hukum dalam berinvestasi di bidang peternakan.
c. Pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam lokal yang mendukung pembangunan peternakan.
d. Pemanfaatan lahan dan hasil pertanian - perkebunan untuk pengembangan ternak yang saling menguntungkan.

6. Kelautan dan Perikanan 
Strategi 1: Peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi seluruh stakeholders bidang kelautan dan perikanan 
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia bagi seluruh stakeholders kelautan dan perikanan. 
b. Peningkatan kelembagaan masyarakat pembudidaya, nelayan dan masyarakat pesisir.
c. Pengembangan pendidikan keahlian dalam mencetak tenaga kerja di sektor perikanan yang profesional.

Strategi 2: Peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dengan perbaikan gizi masyarakat, pendidikan, kesehatan dan pembenahan kawasan pemukiman nelayan.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan lembaga perekonomian masyarakat dengan melakukan pembinaan terhadap koperasi kelautan dan perikanan  dan adanya dukungan permodalan dari lembaga keuangan.  
b. Pengembangan kawasan pesisir, penataan perumahan nelayan menjadi obyek wisata bahari.
c. Pembangunan  infrastruktur dan pengadaan sarana dan prasarana  kelautan dan perikanan.
d. Peningkatan aksesibilitas ke sentra-sentra produksi perikanan. 

Strategi 3: Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari dengan memperhatikan wilayah konservasi sumberdaya ikan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan danau.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kawasan sentra produksi perikanan.
b. Peningkatan pengawasan diperairan laut untuk mencegah illegal fishing.
c. Pencegahan pencemaran perairan dari limbah industri dan rumah tangga.
d. Pengelolaan potensi pesisir dan kelautan secara lestari dan seimbang.
e. Perlindungan kawasan tangkapan lokal.

Strategi 4: Pengembangan iklim kemitraan dan kewirausahaan yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal masyarakat pesisir, pembudidaya ikan dan nelayan.
Arah Kebijakan:
a. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kemitraan dengan lembaga ekonomi masyarakat.
b. Pemberian kemudahan izin usaha perikanan bagi pelaku usaha perikanan.

Strategi 5: Pengembangan berbagai komoditas perikanan dan keluatan yang berorientasi pada sumberdaya lokal dan kebutuhan pasar.
Arah Kebijakan:
a. Diversifikasi pengolahan hasil perikanan.
b. Pengembangan produk olahan sebagai produk unggulan. 

Strategi  6: Pengembangan potensi wisata bahari.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan teknologi budidaya perikanan darat dan laut dalam upaya peningkatan hasil produksi dan pengolahannya.
b. Peningkatan teknologi budidaya dan penangkapan untuk menciptakan daya saing produk perikanan dalam pasar bebas.

Strategi 7: Pengembangan sistem pemasaran produk perikanan baik dalam negeri maupun luar negeri.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan standarisasi perikanan.
b. Peningkatan promosi perikanan.
c. Pengawasan penggunaan bahan pengawet produk perikanan.
d. Penggunaan teknologi unggulan perikanan.

7. Investasi daerah
Strategi 1: Peningkatan nilai investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Luar Negeri (PMDN/PMA) dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik dan kondusif.
Arah Kebijakan:
a. Penjaminan kepastian usaha dan kepastian hukum dalam berusaha.
b. Penciptaan kemudahan usaha dan investasi melalui berbagai deregulasi dan sistem insentif.
c. Peningkatan dan pengembangan sarana penunjang perdagangan melalui pengembangan jaringan informasi produksi dan pasar.
d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan peluang investasi dan potensi ekonomi lokal.
e. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi dan kerjasama pengembangan ekonomi potensial.
f. Penyiapan pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus untuk merangsang minat investasi.

Strategi 2: Peningkatan pendapatan dari penerimaan PAD dalam upaya mengurangi ketergantungan anggaran terhadap pemerintah pusat.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan Pengelolaan dan pengembangan kemampuan usaha BUMD.
b. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
c. Peningkatan kemampuan aparatur khususnya dalam manajemen keuangan dan aset daerah.
d. Pengembangan kemitraan antara BUMD dengan mitra usaha lainnya dalam membuka peluang usaha dan penggalian sumber PAD.
e. Peningkatan kemudahan dalam berinvestasi. 
f. Pemantapan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas pada pengelolaan BUMD.

8. Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
1). Perindustrian
Strategi 1: Penataan perindustrian yang terintegrasi dengan pemanfaatan seoptimal mungkin sumberdaya alam yang dimiliki sesuai dengan unggulan daerah.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus Indonesia sebagai upaya perwujudan pembentukan struktur industri yang mapan mulai dari industri hulu sampai hilir.
b. Pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui keberkaitan antar sektor potensial.
c. Pengembangan cluster industri berbasis komoditas unggulan.
d. Peningkatan kualitas SDM dengan kualitas produk sesuai dengan standar internasional (ISO).

Strategi 2: Peningkatan produktivitas industri skala besar dengan pemanfaatan seoptimal mungkin sumberdaya alam yang dimiliki sesuai dengan unggulan daerah.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan iklim investasi bidang perindustrian.
b. Peningkatan nilai tambah berbagai sumberdaya alam melalui pengolahan dan berbagai proses industrialisasi dari hulu sampai hilir.
c. Pengembangan kemitraan dalam pemenuhan bahan baku, proses produksi dan jaminan pasar untuk menjamin kelangsungan produk.

Strategi 3: Peningkatan Daya Saing Industri dan Keberlanjutan Industri.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan keterampilan SDM, melalui standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.
b. Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri.
c. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi baik dalam negeri dan luar negeri.
d. Peningkatan kemampuan industri dalam adaptasi teknologi dan pengembangan teknologi dalam proses produksi.

2). Perdagangan
Strategi 1: Peningkatan aktifitas perdagangan yang mampu memberikan dukungan terhadap  pengembangan perekonomian wilayah.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala provinsi maupun kabupaten/kota.
b. Peningkatan pertumbuhan ekspor non migas berbasis produk unggulan daerah.
c. Penguatan usaha dan lembaga perdagangan, perlindungan terhadap konsumen, meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi.

Strategi 2: Peningkatan kerjasama perdagangan regional dan internasional.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan standarisasi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
b. Pengembangan perdagangan lintas sektor, regional, dan internasional.
c. Peningkatan neraca perdagangan melalui kerjasama regional dan internasional.
d. Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Strategi 3: Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, melalui distribusi barang dan jasa yang efektif dan efisien.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah.
b. Penguatan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan aktivitas usaha atau menjamin tidak adanya praktek monopoli dalam aktivitas perdagangan.
c. Peningkatan efisiensi dengan mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan perdagangan.

3). Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
Strategi 1: Pemberian peran yang lebih besar pada skala usaha mikro, kecil,  dan menengah serta koperasi yang mampu mengangkat citra perekonomian kerakyatan.
Arah Kebijakan:
a. Pembinaan ekonomi masyarakat yang berbasis kerakyatan dengan melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi, melalui ekonomi produktif.
b. Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang usaha mikro, kecil dan menengah serta  koperasi.
c. Pengembangan potensi wilayah dan cluster ekonomi pedesaan baik pada daerah pesisir, sekitar hutan, dan pedalaman yang spesifik dan kompetitif serta mempunyai dampak langsung terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
d. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan sarana ekonomi sesuai dengan karakteristik kebutuhan, sehingga mampu membuka akses terhadap aktivitas ekonomi. 
e. Peningkatan fasilitas pelayanan aktivitas usaha melalui penyederhanaan prosedur dan penyederhanaan sistem tata niaga. 
Strategi 2: Pengembangan industri kecil, menengah dan koperasi sebagai basis pengembangan industri regional dan penyerapan tenaga kerja.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan sentra-sentra industri kecil dan desa kerajinan yang potensial untuk menghasilkan produk unggulan.
b. Pengembangan kerjasama dengan industri terkait dan industri penunjang.
c. Peningkatan akses pengusaha mikro, kecil dan menengah serta  koperasi terhadap modal, faktor produksi, informasi, teknologi dan pasar.  

9. Pariwisata
Strategi 1: Penciptaan keterkaitan antar kepariwisataan secara nasional khususnya terhadap daerah yang memiliki status wisata unggulan bertaraf Nasional dan Internasional
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan keterkaitan antar semua perangkat di sektor kepariwisataan dalam lingkup Nasional.
b. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi, serta Infrastruktur kepariwisataan 
c. Pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan termasuk kesenian.
d. Pengembangan sumberdaya manusia bidang kepariwisataan.
e. Pengembangan sistem paket wisata integratif dengan kepastian jadwal.
f. Peningkatan komunikasi antar perangkat yang bergerak di bidang kepariwisataan.

Strategi 2: Peningkatan promosi wisata untuk menunjang terciptanya jaringan antar obyek wisata secara nasional.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan promosi wisata terpadu pada objek wisata unggulan dan objek wisata potensional.
b. Peningkatan informasi tentang festival budaya pada berbagai promisi wisata dan berbagai pintu masuk wisata. 
c. Peningkatan komunikasi antarperangkat yang bergerak di bidang kepariwisataan khususnya yang menangani promosi wisata.

Strategi 3: Penetapan dan pengembangan objek dan atraksi wisata unggulan.
Arah Kebijakan:
a. Penetapan obyek wisata yang memiliki nilai spesifik dan unik yang layak dikembangkan sebagai obyek wisata unggulan.
b. Pengembangan atraksi wisata unggulan dan atraksi wisata potensional dengan pengadaan dan keikutsertaan pada event Nasional dan Internasional.



Strategi 4: Pengembangan kota pusat pelayanan wisata.
Arah Kebijakan:
a. Penetapan dan pengembangan kota pusat pelayanan wisata.
b. Peningkatan Infrastruktur menuju keterpaduan pelayanan pada kota pusat pelayanan wisata.

Strategi 5: Pengembangan Industri wisata. 
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan sumberdaya manusia pada keahlian bidang kesenian budaya dan kerajinan tangan.
b. Peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dan atraksi wisata.

Strategi 6: Pengembangan jalur wisata yang efisien dan menarik.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan jalur wisata unggulan. 
b. Pengadaan Infrastruktur pada daerah persinggahan jalur wisata pada wisata unggulan dan potensional.

10. Pertambangan dan Migas
a) Pertambangan
Strategi 1: Peningkatan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efesien dan efektif yang ramah lingkungan.  
Arah Kebijakan:
a. Pengendalian eksploitasi bahan tambang untuk menjaga cadangan dalam jangka panjang.
b. Intensifikasi pengelolaan Batubara sebagai bahan utama energi.
c. Percepatan penciutan KP disertai penawaran kepada koperasi-koperasi.
d. Pengolahan sisa tambang menjadi briket batubara 
e. Reklamasi pasca tambang untuk kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

Strategi 2: Peningkatan alternatif pengelolaan bahan tambang potensional.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan dan pengelolaan tambang emas untuk meningkatkan investasi daerah dengan menawarkan kepada koperasi-koperasi.
b. Penataan dan penertiban bekas tambang supaya dapat ditambang lagi dengan kadar yang lebih rendah (reuse), sebagai langkah intensifikasi.


b) Migas
Strategi 1: Peningkatan kualitas pengelolaan bahan migas secara efesien dan efektif.  
Arah Kebijakan:
a. Pengendalian eksploitasi migas dalam upaya penghematan pemanfaatan migas dalam jangka panjang.
b. Diversifikasi hasil pengolahan minyak bumi dan sumberdaya alam lainnya.
c. Intensifikasi penggunaan gas bumi yang berorientasi penyerapan pangsa pasar.
d. Pengolahan berbagai hasil eksploitasi migas untuk diversifikasi produk.
e. Peningkatan nilai tambah migas melalui pengolahan dari hulu sampai hilir  termasuk pemanfaatan sisa pengolahan minyak.

Strategi 2: Peningkatan pengelolaan bahan migas.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan migas dengan mengutamakan pada kawasan yang memiliki cadangan besar. 
b. Peningkatan kerjasama pengelolaan migas dengan mengutamakan PMDN.
c. Pengembangan kawasan khusus dalam pengembangan migas.

Strategi 3: Pengembangan sumberdaya manusia dalam pengelolaan migas.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan pendidikan bidang migas bagi masyarakat Kalimantan Timur.
b. Penguasaan teknologi bidang migas.
c. Peningkatan kualitas SDM.

C. Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat secara Merata dan Proporsional

1. Transportasi 
a).	Transportasi Darat
Strategi 1: Pemerataan pelayanan transportasi darat antar wilayah maupun di dalam wilayah perkotaan dan perdesaan.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan aksesibilitas jaringan jalan yang menghubungkan pusat pusat aktifitas dan wilayah sekitarnya terutama dengan kawasan pedalaman dan perbatasan.
b. Peningkatan tingkat pelayanan dan pemeliharaan jalan.
c. Peningkatan kelas jalan utama yang menghubungkan dalam dan luar wilayah serta pada pusat-pusat aktivitas  yang memenuhi persyaratan untuk dilalui kendaraan berat.
Strategi 2: Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana ASDP untuk menunjang pergerakan intermoda.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan prasarana dermaga sungai di daerah yang mempunyai angkutan perjalanan tinggi.
b. Peningkatan keterkaitan transportasi intermoda yang berhubungan antara daratan yang terpisah oleh sungai dan antar pulau dengan dukungan transportasi sungai.
c. Penyediaan sarana transportasi yang memadai untuk angkutan yang mendukung komoditas unggulan.
d. Pembangunan dermaga penyeberangan antar negara.

Startegi 3: Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung terhadap pembentukan kawasan strategis daerah sehingga terjadi keterpaduan yang saling mendukung.
Arah Kebijakan:
a. Pembangunan jalan baru yang mengarah pada akses ke kawasan strategis daerah.
b. Pembangunan jalan bebas hambatan/toll sebagi penghubung kota-kota utama dan pusat perekonomian wilayah.
c. Peningkatan aksesibilitas transportasi darat yang mendukung terhadap distribusi barang dan jasa.
d. Peningkatan kualitas jalan pada kawasan pedalaman dan perbatasan.
e. Peningkatan keterpaduan koneksitas sistem jaringan transportasi intermoda yang mampu menghubungkan keterkaitan antara darat, laut dan udara. 

b).	Transportasi Laut
Strategi 1: Penguatan jaringan intermoda yang berfungsi sebagai penghubung dan pemersatu antar moda transport.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kualitas pelabuhan laut melalui peningkatan kapasitas layanan dan mutu layanan.
b. Peningkatan keselamatan pelayaran.
c. Peningkatan keterkaitan yang terpadu antar daratan dan kepulauan dengan berbagai moda transportasi. 

Strategi 2: Peningkatan peran transportasi laut dalam menopang kegiatan perekonomian (ekspor - impor).
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan spesifikasi sarana pengangkut (kapal) dalam mendukung kegiatan ekspor impor.
b. Peningkatan kemampuan berupa pelabuhan laut sehingga mampu melayani dan berfungsi sebagai pelabuhan internasional yang bergerak dalam bidang ekspor - impor.
c. Pengembangan sarana pendukung yang terkait dengan sistem jaringan transportasi laut yang melalui jalur perairan di kawasan Provinsi Kalimantan Timur. 
d. Pengembangan pelabuhan khusus penunjang ekonomi unggulan atau kawasan tertentu. 

c).	Transportasi Udara
Strategi 1: Peningkatan kualitas sistem transportasi udara untuk keperluan pergerakan internasional, nasional, maupun pergerakan lokal.
Arah Kebijakan:
a. Pemantapan sistem hirarki jaringan transportasi udara sesuai dengan tingkat kebutuhan dan rencana pengembangan yang mendukung terhadap tingkat cakupan pergerakan dan wilayah pelayanan.
b. Peningkatan kapasitas pelayanan transportasi udara pada kawasan yang tingkat aktivitasnya tinggi.
c. Penyediaan sarana dan prasarana bandara yang memadai sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada.
d. Peningkatan keselamatan penerbangan.
Strategi 2: Peningkatan pelayanan bandara perintis menjadi lebih tinggi lagi sehingga aksesibilitas dapat terjangkau.
Arah Kebijakan:
a. Penyediaan sarana dan prasarana bandara perintis yang memadai sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada.
b. Peningkatan bandara perintis menjadi bandara yang mempunyai tingkat layanan dan jangkauan yang lebih tinggi lagi sesuai dengan rencana pengembangan wilayah.

2. Pengairan
Strategi 1: Pengembangan jaringan irigasi/pengairan untuk melayani perluasan areal sawah.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kelayakan dan rehabilitasi jaringan irigasi/pengairan dan bendung/ bendungan.
b. Pengembangan embung pada lokasi strategis.
c. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan tambak.
d. Pencetakan sawah baru pada lokasi potensial.



Strategi 2: Pengembangan jaringan daerah rawa. 
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan dan pembangunan jaringan tata air daerah rawa.
b. Pembangunan dan pengelolaan irigasi, rawa, dan tambak.

Strategi 3: Penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kelayakan dan rehabilitasi bendung/embung pengendali banjir.
b. Pengembangan bendung/embung pada lokasi yang strategis.
c. Pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir.

Strategi 4: Pengembangan sumber air baku (penyediaan air baku untuk air bersih).
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kelayakan dan rehabilitasi bendung/embung. Sebagai sumber air baku.
b. Pengembangan dan pengelolaan bendung/embung sebagai sumber air baku.

Strategi 5: Konservasi sumberdaya air.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air).
b. Peningkatan pengamanan pantai dan sungai.

3. Energi Listrik
Strategi 1: Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang melalui rehabilitasi, repowering pembangkit yang ada dan pembangkit baru serta pengembangan diversifikasi energi dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia. 
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang sudah beroperasi sehingga mampu mendukung pasokan listrik pada beban puncak.
b. Penyediaan pembangkit listrik dengan jenis PLTD untuk penyediaan jangka pendek, maupun melalui penyediaan mikro hidro dan mini hidro.
c. Penyediaan pembangkit listrik non-BBM yang masuk ke dalam sistem layanan di wilayah Kalimantan Timur, seperti PLTN, PLTU, PLTA, panas bumi, tenaga angin atau yang sejenis yang berorientasi pada penyediaan jangka panjang.
d. Penyediaan listrik pedesaan berupa PLTS atau pembangkit listrik tenaga air yang lebih sesuai sebagai upaya pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah. 
e. Peningkatan kerjasama antar pelaku kelistrikan.

Strategi 2: Peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sistem ketenagalistrikan dengan melakukan manajemen sumber daya listrik yang berwawasan lingkungan.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan pengawasan dan pemahaman terhadap pengunaan listrik di masyarakat. 
b. Peningkatan efisiensi dengan cara penekanan terjadinya losses tenaga listrik.
c. Pengembangan interkoneksi sistem jaringan tenaga listrik dalam rangka untuk penyediaan sumber daya listrik yang aman terutama pada kondisi jam puncak.
d. Penyediaan pembangkit listrik pada kawasan baru. 

D. Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum

1. Politik dan Pemerintahan 
Strategi 1: Peningkatan pembangunan aparatur daerah.
Arah Kebijakan:
a. Reformasi birokrasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
b. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai kompetensi.
c. Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dengan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam bentuk e-goverment, e-procurement, e-bussiness dan cyber low untuk pelayanan publik yang prima.
d. Perbaikan sistem rekruitmen.
e. Pengembangan sistem pengawasan serta peningkatan intensitas dan efektifitas pengawasan aparatur negara melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
f. Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja.
g. Pemerataan pendistribusian pegawai di daerah terpencil dan perdalaman.

Strategi 2: Peningkatan efisiensi organisasi perangkat daerah, susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis.
Arah Kebijakan:
a. Penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan.
b. Peningkatan kapasitas kebijakan publik yang proporsional berbasis good governance dengan melibatkan dunia swasta dan partisipasi masyarakat melalui pembuatan Perda inisiatif yang dihasilkan DPRD.

Strategi 3: Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai serta upaya pemerataan pegawai di daerah terpencil dan pedalaman.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan pegawai.
b. Pengembangan institusi dan peningkatan komitmen pimpinan birokrasi dalam  mendukung peningkatan kualitas pegawai.
c. Pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan                    (e-government) sampai di tingkat kecamatan dan desa.
d. Peningkatan keterpaduan pengelolaan pembangunan daerah.
e. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia bagi segenap aparatur pemerintah. 
f. Melaksanakan pengembangan sistem pengawasan.

Strategi 4: Peningkatan kerjasama dan penyeragaman naskah kerjasama serta penyediaan badan kerjasama untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. 
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kerjasama baik antar pemerintah dengan swasta maupun masyarakat guna meningkatkan kinerja pelayanan publik.
b. Pembentukan badan kerjasama dan penyeragaman naskah kerjasama.
c. Peningkatan anggaran pendapatan dan belanja berbasis kinerja. 
d. Standarisasi akuntabilitas anggaran publik dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 
e. Peningkatan koordinasi lintas sektoral ditunjang dengan regulasi yang memadai guna memantapkan program-program pembangunan.

2. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Strategi 1: Pengembangan sistem politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infrastruktur politik agar mantapnya interaksi politik antara infrastruktur dan suprastruktur, stabilitas politik serta sosial budaya dalam wilayah NKRI.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan struktur politik yang demokratis di daerah.
b. Pengembangan etika, moral dan budaya politik yang demokratis.
c. Peningkatan kualitas integrasi sosial budaya melalui peningkatan kelembagaan sosial budaya, perbaikan perilaku yang menyimpang dan pengembangan sumberdaya pranata sosial.

Strategi 2: Fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional mandiri, independen dan non partisan.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan sistem dan mekanisme pemilu yang demokratis langsung.
b. Peningkatan kemandirian Orpol, Ormas dan LSM.
c. Percepatan pengembangan pendidikan politik.

Strategi 3: Pemantapan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara serta mendewasakan sikap dan perilaku demokrasi masyarakat yang dilandasi oleh mantapnya pemahaman dan pengamalan etika dan moral Pancasila.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan dan penguatan ketahanan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan.
b. Peningkatan pemahaman dan pengembangan konsep, metode dan materi sosial wawasan kebangsaan.
c. Pengembangan sistem, metode dan materi serta peningkatan kewaspadaan.

Strategi 4: Pemantapan pembauran bangsa di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan upaya pembauran bangsa dalam mewujudkan integrasi.
b. Peningkatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara.

Strategi 5: Peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan bangsa terhadap berbagai ancaman dan gangguan, hambatan dan tantangan atas kehidupan berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kesadaran bela negara segenap warga masyarakat.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kesadaran dan kemampuan bela negara dalam rangka ketahanan bangsa.
b. Pengembangan pendidikan, kemampuan bela negara dalam rangka ketahanan bangsa dan berwawasan nusantara.

Strategi 6: Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi ancaman bahaya bencana.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan sistem perlindungan masyarakat/pertahanan sipil dalam rangka Sishankamrata.
b. Penyusunan sistem informasi dan kesiapsiagaan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat. 

Strategi 7: Peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol.
b. Pengembangan pendidikan dan pelatihan aparatur kesbangpol.
 



3. Hukum
Strategi 1: Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum khususnya di wilayah perbatasan dan daerah rawan lainnya.
Arah Kebijakan :
a. Penyediaan sarana dan prasarana hukum di wilayah kabupaten/kota yang belum terdapat Kodim dan Polres/ta dan di wilayah kecamatan yang belum terdapat Koramil dan Polsek.
b. Peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana hukum khususnya di wilayah perbatasan dan daerah rawan lainnya.

Strategi 2: Peningkatan kuantitas dan kualitas organisasi perangkat hukum serta pengembangan struktur organisasi setingkat Muspida di wilayah kabupaten/kota dan Muspika di wilayah kecamatan. 
Arah Kebijakan :
a. Penjaminan terhadap kepastian, keadilan dan penegakan hukum serta meningkatkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum.
b. Peningkatan kuantitas dan kualitas jumlah aparat hukum di wilayah perbatasan dan daerah rawan lainnya, termasuk peningkatan pembinaan melalui diklat aparat.

Strategi 3: Peningkatan kuantitas dan kualitas aparat hukum melalui pembinaan dan pendidikan serta latihan arapat hukum.
Arah Kebijakan :
a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat guna meningkatkan kualitas kinerja aparat hukum dalam merealisasikan pembentukan badan kerjasama guna menekan angka kriminalitas.
b. Penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan bagi aparat hukum.

Strategi 4: Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral guna meningkatkan kualitas kinerja aparat hukum guna memfasilitasi penyediaan regulasi dan pembentukan badan kerjasama atau forum-forum penegakan hukum.
Arah Kebijakan:
a. Pembentukan forum koordinasi dan komunitas secara terpadu antar organisasi perangkat hukum dengan organisasi kekuatan sosial politik di masyarakat agar terjadi penanganan secara cepat dalam rangka penegakan hukum guna menangkal potensi gangguan kamtibmas di masa yang akan datang.

Strategi 5: Peningkatan pembangunan hukum yang diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN.
Arah Kebijakan :
a. Pembaharuan materi hukum dengan tetap memperhatikan mengemukakan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya peningkatan kepastian perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum serta pelayanan hukum yang adil dan benar.
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
c. Pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi serta monitoring dan evaluasi.

Strategi 6: Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi dan keterlibatan relawan dalam menjamin kepastian, keadilan dan penegakan hukum. 
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan hukum, pelaksanaan hukum, serta monitoring, evaluasi, dan penanganan sengketa hukum dalam menjamin kepastian, keadilan dan penegakan hukum.
b. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program-program penyuluhan kesadaran hukum.

Strategi 7: Peningkatan kapasitas aparat hukum dalam menjamin kepastian, keadilan dan penegakan hukum.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kapasitas dalam menindak setiap perkara kejahatan, baik pidana maupun perdana secara adil, transparan dan akuntabel.
b. Penuntasan penanganan kasus-kasus menonjol seperti narkoba, illegal logging, illegal worker, illegal fishing dan trafficking.
c. Pengembangan pos pemantau terpadu di setiap daerah rawan tindak kejahatan.

Strategi 8: Peningkatan kuantitas & kualitas kebijakan hukum (Perda inisiatif DPRD).
Arah Kebijakan:
a. Perumusan Perda Inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD, sebagai indikator peningkatan kualitas lembaga legislatif dalam proses kebijakan publik di daerah.
b. Perumusan intervensi kebijakan khusus yang dibuat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan aparat hukum di pelosok dan daerah perbatasan.

4. Komunikasi dan Informasi
Strategi 1: Penambahan jam tayang bagi televisi Jakarta dan peningkatan kuantitas serta kualitas televisi lokal, website, wartel dan warnet guna meningkatkan kinerja pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. 
Arah Kebijakan:
a. Penambahan jam tayang televisi nasional. 
b. Peningkatan kuantitas dan kualitas televisi lokal di Kalimatan Timur baik milik pemerintah maupun swasta.
c. Peningkatan kuantitas dan kualitas media internet (Website).
d. Peningkatan kuantitas dan kualitas warung telekomunikasi (Wartel).
e. Peningkatan kuanitas dan kualitas media warung internet (Warnet).
Strategi 2: Peningkatan kuantitas dan kualitas radio, satuan sambungan terpasang (SST), maupun telepon seluler. 
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kuantitas dan kualitas radio milik pemerintah maupun swasta
b. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana telekomunikasi reguler berdasarkan satuan sambungan terpasang (SST). 
c. Peningkatan kuantitas dan kualitas telepon Seluler.

Strategi 3: Peningkatan kuantitas dan kualitas media harian, media mingguan, media tabloid maupun media majalah guna meningkatkan kinerja pelayanan publik yang transparan dan akuntabel di Provinsi Kalimantan Timur.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kuantitas dan kualitas media harian.
b. Peningkatan kuantitas dan kualitas media mingguan.
c. Peningkatan kuantitas dan kualitas media tabloid.
d. Peningkatan kuantitas dan kualitas media majalah.

Strategi 4: Pengembangan informasi pembangunan ke segenap wilayah.
Arah Kebijakan:
a. Pembangunan masyarakat berbudaya informasi.
b. Peningkatan jangkauan pelayanan informasi 
c. Pengembangan sumberdaya manusia bidang informasi. 

E. Mewujudkan Pembangunan yang Terpadu dan Serasi dengan Pendekatan Pengembangan Wilayah Berbasis Ekonomi dan Ekologi.

1. Penataan Ruang dan Kawasan Perbatasan. 
a) Penataan Ruang.
Strategi 1: Pengembangan struktur ruang sesuai RTRW. 
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan struktur ruang yang menuju pada pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan melalui sistem kota-kota dan sistem interaksi desa-kota yang optimal.
b. Percepatan pemerataan antarwilayah dengan pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana terutama pada daerah yang diprioritaskan.
c. Peningkatan pertumbuhan wilayah secara adil dan merata dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang baru. 
d. Pengembangan kawasan strategis skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota berupa kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan sentra produksi.
e. Percepatan pembangunan kawasan pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil.
f. Penyediaan infrastruktur dalam mendukung struktur ruang wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah.
g. Penataan ruang melalui kegiatan: perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan partisipatif. 

Strategi 2: Peningkatan interaksi pemasaran kota kecil sampai dengan kota besar.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kegiatan ekonomi dan tingkat investasi pada daerah tertinggal.
b. Menciptakan pusat pemasaran di bagian utara Kalimantan Timur.
c. Pengembangan transportasi antar wilayah yang mendukung sektor prioritas atau unggulan.

Strategi 3: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sosial ekonomi dalam mengembangkan kawasan strategis.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan pelayanan aksessibilitas pada pusat kegiatan khususnya kawasan strategis.
b. Pengintegrasian berbagai program pembangunan bidang sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan tujuan pembangunan berbasis tata ruang wilayah.
c. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mendukung pengembangan kawasan strategis dan kawasan ekonomi khusus.

Strategi 4: Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berdasarkan fungsi kawasan dalam menopang daya dukung lingkungan dalam jangka panjang.
Arah Kebijakan:
a. Penetapan dan pengembalian fungsi kawasan lindung sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
b. Pengendalian fungsi kawasan lindung sesuai dengan jenis peruntukan yang telah ditetapkan.
c. Pengendalian dan pengelolaan kawasan sesuai fungsi ruang sesuai rencana tata ruang wilayah.
d. Pemanfaatan ruang wilayah sesuai rencana tata ruang wilayah dengan tetap mendukung keseimbangan ekologis.







b) Kawasan Perbatasan.
Strategi 1: Percepatan pembangunan kawasan perbatasan sebagai kawasan andalan yang mandiri dan pusat kegiatan  ekonomi. 
Arah Kebijakan:
a. Percepatan penetapan tata batas provinsi dan negara serta mengurangi konflik dengan negara tetangga.
b. Pengamanan dan pemanfaatan wilayah perbatasan (termasuk pulau terluar) untuk kepentingan ekonomi dan penetapan batas wilayah negara.
c. Peningkatan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan.
d. Peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan agar lebih berdaya saing.
e. Peningkatan kerjasama sub-regional dalam rangka peningkatan keamanan  dalam negeri dan peningkatan investasi.
f. Peningkatan kawasan perbatasan sebagai halaman depan Negara/Daerah.

Strategi 2: Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana permukiman pada kawasan perbatasan.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan pelayanan sosial dibidang pendidikan dan kesehatan yang memadai dan setara dengan negara tetangga.
b. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi daerah perbatasan baik jalur darat, laut maupun udara.

Strategi 3: Peningkatan upaya pembinaan politik untuk meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan pada kawasan perbatasan.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kesadaran kebangsaan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
b. Pengembangan pendidikan berwawasan nusantara.

2. Perumahan dan Pemukiman.
Strategi 1: Pembangunan perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan masyarakat, pemerataan kebutuhan hunian bagi masyarakat serta mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh dengan melibatkan peran serta swasta.
Arah Kebijakan:
a. Pembinaan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman yang sesuai dengan kondisi lingkungan, disertai penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. 
b. Pemenuhan perumahan dan permukiman sesuai tingkat kemampuan pendapatan masyarakat.
c. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di perumahan dan pemukiman.
d. Penataan dan revitalisasi kawasan pemukiman kumuh.

3. Permukiman Transmigrasi.
Strategi 1: Penyediaan hunian yang layak huni untuk transmigran.
Arah Kebijakan:
a. Pengembangan perumahan dan tanah untuk usaha yang memadai bagi transmigran.
b. Penyediaan sarana dan prasarana permukiman dan kegiatan usaha masyarakat.
c. Menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

Strategi 2: Peningkatan Kegiatan usaha yang bernilai ekonomis tinggi.
Arah kebijakan:
a. Penyediaan lahan untuk pembangunan kawasan transmigrasi sesuai standar minumum.
b. Pemilihan komoditas yang memiliki ekonomi tinggi. 
c. Pengembangan investasi berbasis agroindustri dan agrobisnis.

Strategi 3: Pembentukan permukiman transmigran yang mandiri.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan hubungan antar permukiman transmigrasi dengan pusat pemasaran.
b. Pengembangan sarana dan prasarana permukiman transmigrasi yang mendukung pembentukan hubungan antar pusat permukiman.
c. Pengembangan usaha - usaha baru di masyarakat lokal. 

4. Lingkungan Hidup.
Strategi 1: Pengembangan kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.
Arah Kebijakan:
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia khususnya dalam rangka penanganan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan stakeholder lainnya.
c. Penetapan perangkat hukum dalam penegakan lingkungan hidup.
d. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati beserta habitatnya, fauna dan flora spesifik yang ada.

Strategi 2: Pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan kelestarian lingkungan.
Arah Kebijakan:
a. Perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, terutama untuik melindungi hewan dan tanaman langka.
b. Peningkatan inventarisasi, penelitian, pendataan dan pengembangan informasi bidang lingkungan hidup.
c. Peningkatan  pelayanan dan pengawasan pada lokasi kegiatan pembangunan yang rawan perubahan rona lingkungan alam.
d. Penataan area bekas penambangan dan penebangan hutan atau perubahan lainnya yang berpotensi merusak alam menjadi lebih bernilai tambah.
e. Pelaksanaan sanksi atau hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku perusakan hutan.
f. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan dalam skala luas.
g. Penerapan insentif warga yang membantu pelaksanaan hukum (pelapor) serta jaminan perlindungan hukumnya.

Strategi 3: Pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana alam.
Arah Kebijakan:  
a. Pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana.
b. Pengendalian wilayah hulu sungai sesuai dengan fungsi kawasan. 
c. Pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. 
d. Pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dan perdesaan.
e. Peningkatan upaya resapan air ke dalam tanah.
f. Perlindungan ekosistem yang memiliki fungsi lindung dan resapan air.
g. Pengelolaan pengendalian banjir dan pengamanan kawasan pantai.
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